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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatrbelakangi oleh adanya putusan 

Mahakamah Konstitusi yang merupakan hasil penafsiran 

Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu. Pada pasal tersebut memuat aturan yang 

mensyaratkan untuk setiap calon anggota DPD tidak boleh 

merangkap menjadi pekerja yang sumber keuangannya 

bersumber dari negara dan “pekerjaan lain” yang 

mengakibatkan adanya konflik kepentingan dengan peran dan 

fungsi dari anggota DPD sesuai dengan ketentuan undang-

undang. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran, bahwa 

Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu mencakup pula untuk anggota partai politik. 

Oleh karena itu setiap calon anggota DPD tidak boleh 

merangkap menjadi pengurus naggota partai politik. 

Fokus kajian dalam tesis ini adalah Pertama, Bagaimana 

pertimbangan mahkamah konstitusi dalam menafsirkan Pasal 

182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, 

bagaiamana tinjauan siyasah sayr’iyah tentang pertimbangan 

Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 182 Huruf (i) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian 

pustakan (library research) dan sifat penelitiannya adalah 

deskrifti-analitik,  

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan 

frase “pekrjaan lain” pada Pasal 182 Huruf (i) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk 

mencegah adanya intervensi partai politik yang akan 

mengakibatkan adanya benturan dengan peran dan tugas 

DPD. Karena jika pengurus partai politik bisa menjadi 

anggota DPD, maka akan berpotensi akan lebih 

mementingkan kepenting platform partai daripada 

kepentingan daerah sebagai yang diamanahkan oleh 

kontstitusi. Pertimbangan mahkamah konstitusi ini sejalan 

dengan “asas kekuasaan adalah amanah” dalam siyasah 
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syar’iyah. Dalam asas ini, ditegaskan bahwa suatu jabatan 

harus diberikan kepada orang yang mampu dan memiliki 

tanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagaimana yang 

diamanahkan kepadanya. Dalam arti tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya harus diutamakan daripada 

kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dengan demikian 

setiap jabatan kekuasaan harus diserahkan kepada orang yang 

mampu bertanggung jawab dan amanah.  

 

Kata kunci: Penafsiran, Pasal 182 Huruf  (i), Perspektif 

Siyasah. 
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai 

dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 

dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi 

latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 ṡa ṡ Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ
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 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

Bawah) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan Ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain „ Koma terbalik di„ ع

atas 

  Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 
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 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 ditulis  muta’aqqidin  يتعقديٍ 

 ditulis  ‘iddah عدة

 

C. Ta’Marbuṭah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulia hibah هبت

 ditulis jizyah جسيت

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata 

Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 

  ‟ditulis  karāmah al-auliyā   كرايت الاونياء

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, 

kasrah, dan dhammah ditulis t. 

 ditulis   zakātu fitri زكاة انفطرة
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D. Vokal Pendek 

  

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

------   َ  Fathah A A 

------    َ  Kasrah I I 

------  َ  Dammah U U 

 

 

E. Vokal Panjang  

Fathah + alif   ditulis  ā 

 ditulis  jāhiliyyah   جاههيت

Fathah + ya‟ mati  ditulis  ā 

 ditulis  yas’ā   يسعي

Kasrah + ya‟mati  ditulis  ῑ 

 ditulis  karῑm   كريى

Ḍammah + wawu mati  ditulis  ū 

 ditulis   furūd   فروض

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya’ mati  ditulis   ai 

 ditulis   bainakum   بيُكى

Fathah + wawu mati  ditulis  au 

 ditulis   qaula    قول
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Dipisihkan dengan Apostrof 

َتىأأ    ditulis   a’antum 

عدثأ    ditulis   u’iddat 

ٌ شكرتىئل   ditulis  la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

ٌأانقر   ditulis   al-Qur‟an 

 ditulis  al-Qiyās  انقياش

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan 

menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, 

serta menghilangkan huruf I (el)-nya 

 ’ditulis   as-Samā  انسًاء

 ditulis  asy-Sams  انشًص

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ditulis   żawil al-furūḍ ذويانفروض

هم انسُت أ  ditulis  ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum pada negara-negara modern pada dasarnya 

adalah hukum yang dituliskan. Hukum dalam wujud bahasa 

tertulis ini tidak lain adalah perundang-undangan yang 

mempunyai cirinya sendiri yang khas, yaitu berusaha untuk 

memaksa melalui bahasa secara rasional yang penggunaanya 

secara aktif dan sadar untuk mencapi tujuan-tujuan tertentu. 

Kesadaran tersebut menyebabkan hukum modern itu menjadi 

begitu instrumental sifatnya dengan asumsi, bahwa 

kehidupan sosial itu bisa dibentuk oleh kemauan sosial 

tertentu, seperti kemauan sosial dari golongan elit dalam 

masyarakat. 

Penggunaan hukum sebagai instrumen demikian itu 

merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. 

Untuk bisa sampai pada tingkat perkembangan yang 

demikian itu memang diperlukan persyaratan tertentu, seperti  

timbulnya pengorganisasian sosial yang makin tertib dan 

sempurna. Pengorganisasian yang demikian itu tentunya 

dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di pusat yang makin 

efektif, dalam hal ini tidak lain adalah negara.
1
 

                                                           
1
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan VIII (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2014),hlm. 87. 
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Perkembangan yang demikian itu pada akhirnya 

mencapai puncaknya pada akhir abad kedalapanbelas dan 

permulaan abad kesembilanbelas. Pada waktu itu negarapun 

memperoleh monopoli kekuasaan dalam wujud pembuatan 

dan pelaksanaan hukum. Sebagai kelanjutan dari 

perkembangan yang demikian itu, setiap kebijakan yang 

ingin dilaksanakan harus melalui stau alat atau lain bentuk 

perundang-undangan. Tanpa prosedur yang demikian itu 

kesahan dari tindakan pemerintah dan negarapun 

dipertanyakan. Perkembangan yang demikian ini 

menyuburkan pembicaraan tentang kemungkinan-

kemungkinan yang bisa terjadi apabila perundang-undangan 

dipakai sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan 

pemerintahan.
2
 

Pada hakikatnya peraturan perundang-undangan 

merupakan hasil dari susunan dari rangkaian kata-kata yang 

membentuk suatu kalimat yang dijadikan sebagai badan  dari 

suatu norma yang biasa disebut dengan bahasa hukum yang 

memiliki ciri khas bahasa tersendiri dengan bahasa yang lain. 

Cirinya ditandai dengan penggunaan kata-kata yang terukur 

dan berusaha untuk merumuskan pengertian-pengertian  yang 

hendak disampaiknya secara eksak. Oleh karena itu timbul 

                                                           
2
Ibdi,.hlm. 91. 
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kesan, bahwa bahasa peraturan perundang-undangan adalah 

kering dan kaku.
3
 

Hukum pada pkoknya adalah produk pengambilan 

keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan 

negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan 

kewajiban berupa larangan dan keharusan atau kebolehan. 

Dan hukum kadang-kadang ditujukan pada subjek-subjek 

tertentu saja dan kadang-kadang untuk umum. Jika subjek 

yang terkena akibat keputusan organisasi negara itu bersifat 

konkret dan individual, maka dikatakan bahwa norma atau 

kaidah hukum yang terkandung di dalamnya merupakan 

norma hukum yang bersifat individual-konkret. Tetapi jika 

subjek hukum yang terkait itu bersifat umum dan abstrak atau 

belum tertentu secara konkret, maka norma hukum yang 

terkandung di dalamnya disebut norma hukum yang bersifat 

abstrak dan umum. Norma yang bersifat umum dan bastrak 

tersebut biasanya bersifat mengatur, sedangkan yang bersifat 

individual dan konkret merupakan keputusan yang bersifat 

administratif  atau keputusan yang bersifat vonis dari 

lembaga peradilan yang lazimnya disebut putusan.
4
 

Norma hukum yang masih bersifat umum dan abstrak 

tersebut merupakan salah satu dari usaha untuk 

menyampaikan suatu ide atau pikiran atau biasa disebut 

                                                           
3
 Ibid,.hlm. 42. 

4
Jimly Ashidiqie, Perihal Undang-Undang, (Depok:Frafindo 

Prasada, 2017), hlm. 7.  
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dengan semanagat dari suatu peraturan. Oleh karena itu, 

usaha untuk menggali semangat yang demikian itu 

merupakan bagian dari keharusan yang melekat dalam hukum 

perundang-undangan dan yang tidak diperlukan pada hukum 

kebiasaan. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan 

pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi dalam 

rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum 

perundang-undangan itu sendiri.
5

 Salah satu contoh pada 

pasal 18 huruf (i) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum dengan bunyi: 

Setiap calon anggota DPD harus bersedia untuk tidak 

berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat, 

pembuat akte tanah, atau tidak melakukan pekerjaan 

penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan 

keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat 

menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang 

dan hak sebagai anggota DPD.
6
 

Frase “pekerjaan lain” pada pasal di atas masih bersifat 

abstrak, sehingga perlu diperjelas lagi melalui uji materi 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas maksud 

dari norma frase tersebut. Berdasarkan Putusan Nomor 

30/PUU-XVI-2018 Mahkamah Konstitusi menegaskan 

bahwa frase tersebut juga mencakup pengertian untuk 

                                                           
5
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, hlm. 93-94. 

6
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 
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pengurus partai politik, sehingga untuk calon anggota  DPD 

tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus partai 

politik tertentu, karena kedudukan DPD sebagai representasi 

dari daerah atau teritorial bukan representasi dari penduduk 

atau rakyat seperti DPR atau DPRD di tingkat provinsi dan 

tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu setiap bakal calon 

anggota DPD harus mengundurkan diri dari kepengurusan 

partai politik jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota 

DPD.
7
 

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya 

dijadikan dasar bagi peraturan KPU untuk mengeluarkan atau 

membatalkan setiap calon anggota DPD yang telah terdaftar 

namun menjadi pengurus partai politik. Namun peraturan 

KPU ini terjadi adanya penolakan dari beberapa pihak 

khsusunya yang sudah terdaftar menjadi calon anggota tetap 

sebelum adanya putusan tersebut. Sehingga peraturan KPU 

Nomor 26 Tahun 2018 tersebut dilakukan pengujian ke 

Mahkamah Agung.
8
 Sedangkan putusan PTUN Jakarta  

Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 

65/P/HUM/2018 menetapkan, bahwa Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar 

pembentukan Peraturan KPU, secara asas non-retroaktif yang 

                                                           
7
 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. 

8
 https://nasional.tempo.co/read/1144877/bunyi-putusan-ma-

yang-menangkan-gugatan-oso-vs-kpu; Diakses Pada Tanggal 3 Januari 

2019. 

https://nasional.tempo.co/read/1144877/bunyi-putusan-ma-yang-menangkan-gugatan-oso-vs-kpu
https://nasional.tempo.co/read/1144877/bunyi-putusan-ma-yang-menangkan-gugatan-oso-vs-kpu
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terkandung dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
9
 Jo. Pasal 28 

Ayat (1) UUD 1945,
10

 maka Keputusan Mahkamah 

Konstitusi tidak boleh berlaku surut. Sedangkan sebelum 

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk calon 

anggota DPD dari anggota parati politik sudah sah sebagai 

daftar calon anggota tetap. Di satu sisi kewenangan KPU 

untuk menjadikan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai 

materi peraturan KPU bukanlah bagian dari wewenangnya. 

Karena dalam Pasal 10 Ayat (1) d, dan Pasal 10 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan 

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu 

materi muatan undang-undang yang harus ditindaklanjuti 

oleh DPR dan Presiden. Sehingga KPU tidak memiliki 

kewenangan dalam hal tersebut. Karena sejatinya Putusan 

Mahkamah Konstitusi secara materi merupakan salah satu 

muatan dari undang-undang harus ditindaklanuti oleh DPR 

dan Presiden.
11

  

                                                           
9
 Bunyi pasalnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam siding pleno terbuka 

untuk umum. 
10

 Bunyi pasalnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak siksa, hak 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadidi hadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak 

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
11

 Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018. 
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Pihak PTUN sependapat dengan Mahkamah Agung, 

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku untuk 

calon anggota DPD pemilu yang berikutnya, bukan untuk 

calon anggota DPD yang sudah resmi terdafatar menjadi 

anggota calon tetap untuk pemilu 2019. Hal ini sebagaimana 

yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Nagara 

(PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT 

sehingga KPU telah melanggar prosedur dengan 

memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi secara 

surut.
12

 Dari ketiga putusan yang berbeda tersebut, KPU tetap 

memilih Putusan Mahkamah Konstitusi yang harus 

diberlakukan karena bersiifat final dan mengikat.  

Uraian di atas membuat membuat penyusun ingin 

melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan keberadaan 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk tesis dengan 

judul “Penafsiran Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh 

Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah”. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. 
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B. RumusanMasalah 

Uraian dari latar belakang di atas maka penyusun 

dapat merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam 

menafsirkan Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilu?  

2. Bagaiaman tinjauan siyasah syar’iyah tentang 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan 

Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari uraian fokus penelitian di atas penyusun dapat 

merumuskan beberapa tujuan dari penelitian yang akan 

dilakukan antara lain:  

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan 

Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 182 

huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan siyasah 

syar’iyah tentang  pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 182 huruf  (i) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu. 
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2. Manfaat Penelitian 

Harapan penyusun dari penelitian yang akan 

dilakukan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum 

tata negara. Dan juga bisa memberikan kontribusi 

keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian 

lebih lanjut terhadap kajian-kajian yang sama. 

 

D. Telaah Pustaka 

Supaya penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai 

bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, 

maka penyusun terlebih dahulu melakukan survey literatur 

telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya. Telaah 

pustaka ini juga berfungsi menyediakan informasi tentang 

penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan dilakukan, proses ini bertujuan untuk menghindari 

pengulangan pada penelitian-penelitian terdahulu. 

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Naili Azizah dengan 

judul“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PP-

XIV/2016 tentang Uji Materi terhadap Pasal 18 Ayat (1) 

Huruf (m) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan DIY (Kajian terhadap Kepemimpinana 

Perempuan di Yogyakarta)”. Fokus kajian dalam tesis ini 

adalah (1) Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

88/PP-XIV/2016 dapat menjadi solusi terhadap polemik 
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kepemimpinan perempuan di Yogyakarta? (2) Bagaimana 

implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PP-

XIV/2016 terhadap polemik kepemimpinan perempuan di 

Yogyakarta? (3) Bagaimana konsep kepemimpinan 

perempuan di Yogyakarta dilihat dari teori kepemimpinan 

Islam? 

Kesimpulan dari tesis di atas bahwa putusan Mahkamah 

Konstitusi yang menghapus frase yang mengandung 

diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY ini sangat 

berpengaruh bagi berjalannya roda kepemimpinan di 

Yogyakarta, sehingga tidak ada lagi ketidakpastian yang 

dikhawatirkan terjadi dalam roda pemerintahan DIY. 

Sedangkan dari perspektif Islam juga kepemimpinan 

perempuan selama memiliki potensi kepemimpinan, maka 

Islam mengakui itu. Karena yang menjadi landasan dalam 

prinsip kepemimpinan dalam Islam adalah mengenai 

kemampuannya dalam bersikap, tanggng jawab , adil, dan 

memiliki kecakapan dalam memimpin.
13

 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Suparto dengan judul 

“Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Memutus 

Perkara Pemilihan Umum Serentak (Kajian Putusan 

                                                           
13

Naili Azizah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

88/PP-XIV/2016 tentang Uji Materi terhadap Pasal 18 Ayat (1) Huruf (m) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY 

(Kajian terhadap Kepemimpinana Perempuan di Yogyakarta),” Tesis 

Universitas Sunan Kalijaga (2017). 
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Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xi/2013 dan Nomor 

51-52-59/PUU-Vi/2008)”. Fokus kajian dalam jurnal ini 

adalah bagaiamana pertimbangan hakim Mahkamah 

Konstitusi sehingga terjadinya perbedaan dalam putusan 

Nomor 14/PUU-XI/2013 dan putusan Nomor 51-52-59/PUU-

VI/2008 terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak? 

Kesimpulan dari hasil kajian jurnal di atas adalah hakim 

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 14/PUU-

XI/2013 menetapkan bahwa pemilihan presiden dan wakil 

presiden harus dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu 

DPR, DPRD (pemilu serentak). Sedangkan dalam putusan 

Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pemilihan presiden dan wakil 

presiden harus dilaksanakakan setelah pemilihan DPR, 

DPRD, DPD (pemilu tidak serentak). Latar belakang 

timbulnya perbedaan hasil putusan hakim Mahkamah 

Konstitusi ini disebabkan perbedaan metode penafsiran yang 

digunakan. Pada putusan  Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 

mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan 

penafsiran soiologis yang melihat kebiasaan-kebiasan 

sebelumnya yakni, pemilu presiden dan wakil presiden 

dilakukan setelah pemilu anggota legislatif, karena presiden 

dan wakil presiden yang terpilih akan dilantik oleh anggota 

MPR yang anggotanya dari anggota DPR dan DPD itu sendiri 

dan hal ini sudah menjadi konvensi dalam ketatanegaraan 

Indonesia. 
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Sedangkan dalam putusan  Nomor 14/PUU-XI/2013 

hakim Mahkamah Konstutusi menggunakan penafsiran 

historis dengan melihat apa yang dikehendaki oleh para 

perumus perubahan UUD 1945 yang dapat dilihat dari draf 

perubahannya yang menyatakan bahwa, “yang dimaksud 

dengan pemilu adalah pemilu DPR, DPD, DPRD dan 

Presdien dan Wakil Presiden diletakan dalam satu rezim 

pemilu”.
14

 

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Sholehudin Zuhri dengan 

judul “Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi Pemilu; 

Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Fokus kajian dalam 

jurnal ini adalah bagaimana pertarungan kekuasaan dalam 

keputusan politik sistem pemilu pada Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu? 

Kesimpulan dari hasil kajian jurnal di atas yakni, dalam 

proses pembahasan dalam pembentukan undang-undang 

pemilu menggambarkan proses politik yang rumit dan 

dinamis. Hal ini dapat dilihat dari kuatnya perdebatan dalam 

setiap isu krusial yang memakan waktu yang lama. Kondisi 

tersebut tidak dapat dipisahkan pada sejumlah isu krusial 

sistem pemilu yang dijadikan objek bahasan peraturan 

perundang-undangan pemilu, seperti presidential threshold 

                                                           
14

Suparto, “Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Memutus 

Perkara Pemilihan Umum Serentak”. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 1, April 

2017. 
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dan parliamentary threshold.  Isu-isu ini menjadi instrument 

kelembagaan penting dalam demokrasi yang ditandai 

kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan 

kekuasaan. Hal ini menjadi fokus utama antar fraksi dalam 

membentuk peraturan perundang-undangan.
15

     

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Allan Fatchan Gani 

Whardana dan Jamaludin Ghafur dengan judul “Rekonstruksi 

Politik Hukum Presidential Threshold ditinjau dari Sistem 

Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik”. fokus 

kajian dalam  jurnal ini adalah apa urgensi rekonstruksi 

politik hukum presidential threshold? 

Kesimpulan dari hasil kajian jurnal di atas adalah dalam 

praktinya di Indonesia selama ini, politik hukum presidential 

threshold dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif 

atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di 

parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden 

dan wakil presiden. Jika melihat dari berbagai praktik di 

beberapa negara yang menganut sistem presidensial yang 

dimaksud dengan presidential threshold justru berbeda 

sebagaiman yang dipraktik di Indonesia, karena di beberapa 

negara luar yang dimaksud dengan presidential threshold 

adalah syarat keterpilihan, bukan syarat pencalonan. Di satu 

                                                           
15

 Sholehudin Zuhri “Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi 

Pemilu; Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Jurnal, Wacana Poltik Vol. 3, No. 2, 

Oktober 2018. 
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sisi persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang 

didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR 

pada dasarnya merupakan praktik anomaly dalam sistem  

presidensial. Secara teoritis basis legitimasi seorang presiden 

dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh 

formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Karena 

lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial 

adalah dua institusi dan memiliki legitimasi yang berbeda 

satu sama lain.
16

  

Kelima, jurnal yang ditulis oleh hanum hapsari dengan 

judul “Dilemma Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi 

Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif”. Fokus kajian 

dalam jurnal ini adalah bagaimana konsekuensi dari 

pelarangan mantan narapidana koruspi sebagai calon anggota 

legislatif oleh KPU terkait dengan HAM? 

Kesimpulan dari hasil kajian jurnal, di atas adalah poin 

penting peraturan KPU mengatur pelarangan mantan 

narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif 

dalam pemilu 2019 yaitu demi terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme 

sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

                                                           
16

 Allan Fatchan Gani Whardana dan Jamaludin Ghafur dengan 

judul “Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau dari 

Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik”. Jurnal UNNES, 

Vol. 4 No. 3 Tahun 2018. 
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tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sisi lain dalam pasal 

28 huruf d UUD 1945 yang menyebutkan “setiap orang 

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan”. Atas dasar hukum pasal 28 huruf d UUD 

1945 tersebut, maka setiap individu memiliki hak 

konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Namun, jika 

dilihat dari tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian, 

serta kemanfaatan, maka peraturan KPU tersebut secara logis 

bisa dibenarkan.
17

  

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar 

Tanjung dan Retno Saraswati dengan judul “Demokrasi dan 

Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala 

Daerah dan Pemilihan Umum”. Fokus kajian dalam jurnal 

ini adalah bagaimana memahami legalitas mantan narapidana 

dalam pemilihan umum berikut upaya yang dilakukan pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka membangun 

demokrasi Indonesia?  

Kesimpulan dari hasil kajian dalam jurnal di atas adalah 

dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak 

konstitusional dari mantan narapidana untuk turut dalam 

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif memiliki dasar 

hukum. Putusan ini harus dimaknai sebagai dasar hukum 

                                                           
17

 Hanum Hapsari dengan judul “Dilemma Pelarangan Mantan 

Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif”. 

Jurnal UNNES, Vol 4, No. 2 Tahun 2018. 
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yang final dan mengikat para penyelnggara pemilu, sehingga 

peraturan penyelnggaraan pemilu hendaklah bersifat 

mengatur saja, tanpa harus membatasi hak asasi manusia.
18

 

Uraian dari telaah pustaka di atas terlihat adanya 

perbedaan obyek maupun kontendengan penelitian yang akan 

dilakukan ini. Oleh karena itu, penelitian yang akan penyusun 

lakukan ini adalah sesuatu yang betul-betul baru dan original, 

bukan pengulangan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. 

Karena sejauh penelusuran penyusun tidak ada satu pun 

secara spesifik yang membahas tentang“penafsiran Pasal 

182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif 

Siyasah”. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Siyasah syar’iyah 

Siyasah syar’iyah adalah pengurusan hal-hal atau 

pengaturan yang membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. 

Siyasah juga bisa diartikan ilmu yang pemerintahan yang 

mengendalikan tugas dalam negeri, yaitu politik dalam 

negeri dan politik luar negeri serta kemayarakatan, yaitu 

mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan 

                                                           
18

 M. Anwar dkk dengan judul “Demokrasi dan Legalitas Mantan 

Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”. 

Jurnal Hukum, Vol 25, No. 2. Mei 2018. 
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istiqomah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikannya 

sebagai undang-undang yang diletakkan untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur 

keadaan.
19

  

Sehingga dalam siyasah syar’iyah tercakup dua 

unsur yang berhubungan secara timbal balik, yaitu, 

pertama pihak yang mengatur. Kedua pihak yang diatur. 

Berdasarkan kedua unsur tersebut, maka siyasah 

syar’iyah bisa dikatakan ilmu politik pada umumnya.
20

  

Perbedaan yang mendasar antara  siyasah syar’iyah 

dengan ilmu politik umumnya terletak pada hukum yang 

menjadi dasar pengaturan dalam kepentingan negara dan 

mengorganisasikan urusan masyarakat. Pada siyasah 

syar’iyah basis yang dijadikan landasan pengaturannya 

adalah syariat Islam yang sehingga peraturan dalam 

siyasah syar’iyah tidak hanya untuk memperoleh 

kesejahteraan yang sifatnya duniawi, tapi lebih dari itu 

untuk memperoleh kemaslahatan yang bersifat ukhrawi. 

Berbeda halnya dengan ilmu politik pada umumnya yang 

basisnya adalah hukum buatan mansuia yang 

                                                           
19

 Suyuti Pulungan, Fiqih siyasah, Jakarta: (Grafindo Persada, 

1999), hlm. 23 
20

 H.A.Djazuli, Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group: 

2003),hlm. 28. 



18 
 

berdasarkan kesepakatan (konvensi sosial) yang hanya 

untuk meraih kesejahteraan duniawi saja.
21

  

 

2. Penafsiran Hukum 

Penafsiran hukum merupakan sesuatu yang lain 

daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada 

perisitwanya. Menurut Soedikno Mertokusumo 

sebagaimana yang dikutif oleh Ahmad Rifai penafsiran 

hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan 

hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya 

yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap 

peristiwa-peristiwa hukum konkret. Ini merupakan 

proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum 

yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa 

konkret.
22

 Dengan demikian penafsiran hukum dapat 

diartikan sebagai penghubungan antara aturan yang 

masih abstrak dalam undang-undang dengan fakta 

konkret dari suatu perkara. Karena ketentuan undang-

undang tidak dapat diterpakan begitu saja secara 

langsung. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-

undang yang berlaku umum dan sifatnya itu pada 

peristiwanya yang konkret dan khusus sifatnya, 

ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan 

                                                           
21

 Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah. hlm. 25. 
22

 Ahmad Rifai, Penemuah Hukum oleh Hakim dalam Perspektif 

Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.31 
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atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan 

peristiwanya untuk kdmudian baru diterapkan pada 

peristiwanya.
23

  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

pustaka (library research), 24  yaitu penelitian yang 

melakukan  kajian terhadap data pustaka yang terkait 

obyek kajian, yakni Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 dan pustaka-pustaka yang relevan 

dengan obyek masalah dalam penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian bersifata deskriftif–analitik, yaitu 

mengumpulkan dan mengolah data secara sistematis 

terkait Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 dan pustaka-pustaka yang relevan dengan 

obyek masalah dalam penelitian ini dan dianalisis dengan 

menggunakan kaca mata teori-teori yang digunakan. 

Sehingga hasilnya dapat dijelaskan atau dipaparkan 

sedetail mungkin sebagai informasi untuk para pembaca. 

 

                                                           
23

 Achmad Ali, Menguak Tafsir Hukum (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), hlm. 148-150. 
24

Lexy J, Moleong, Metode Kualitatif (Bandung:  Remaja Rosda 

Karya, 2000), hlm. 26. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif perundang-undangan yang 

memfokuskan kajian pada berbagai aturan hukum atau 

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema 

sentral
25

 seperti pertimbangan Mahkamah Konstitusi 

dalam menafsirkan Pasal 182 Huruf (i) undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2017 dan pustaka-pustaka yang relevan 

dengan obyek masalah dalam penelitian ini. 

4. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Sumber data adalah asal-usul dari mana suatu data 

itu diperoleh.
26

 Dalam penelitian yang akan dilakukan 

ini, penyusun akan menggunakan dua sumber data yakni, 

data primer dan data skunder. 

a. Data primer adalah data utama. Yang akan 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017.  

b. Data skunder adalah data pendukung dari data 

primer. Yang menjadi data skunder dalam 

penelitian ini adalah putusan Mahkamah 

Konstitusi, peraturan KPU dan undang-undang 

                                                           
25

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

(Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 302. 
26

Yuyun Wahyuni, Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan 

(Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 92. 
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yang masih memeiliki keterkaitan dengan obyek 

penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, memilah-milah data menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa 

yang penting untuk dapat diceritakan kepada orang 

lain.
27

 Data-data yang dikumpulkan terkait dengan Pasal 

182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan 

pustaka-pustaka yang relevan dengan obyek masalah 

dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, maka 

penyusun akan melakukan analisis dengan kaca mata 

teori siyasah sayr’iyah dan siyasah dusturiyah sehingga 

dari hasil analisis ini penyusun dapat menarik 

kesimpulan dari hasil penenlitian ini.  

6. Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan: Menjelaskan tentang rencna 

penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah 

yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis ini, 

fokus penelitian yang akan dikaji, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian 

yang menjelaskan rencana penelitian dan sistematika 

penulisan. 

                                                           
27
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BAB II Pengembangan landasan teori atau 

penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori 

siyasah syar’iyah yang digunakan untuk menganalisis 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

BAB III Paparan data yang terdiri dari penejelasan 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan 

Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017. 

BAB IV Pembahasan atau penjelasan tentang hasil 

analisis siyasah syar’iyah terhadap pertimbangan 

Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan  Pasal 182 

Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan hasil 

analaisis analisis siyasah syar’iyah terhadap 

pertimbangan Mahkamah dalam menafsiran Pasal 182 

Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat 

menyimpulkan, bahwa pertimbangan mahakamah konstitusi 

dalam menafsirakan pasal 182 huruf (i) undang-undang 

nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, merupakan salah satu 

cara untuk mencegah supaya anggota partai politik tidak 

merangkap menjadi  anggota DPD. Karena jika anggota 

partai politik diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan 

DPD, maka tidak menutup kemungkinan adanya konflik 

kepentingan antara peran dan fungsi sebagai DPD dan 

kepentingan parati politik. Hal tersebut akan jauh dari tujuan 

dari pembentukan DPD untuk mengakomodasi kepentingan 

daerah di pusat seabgaimana yang diamanahkan oleh UUD 

1945.   

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas jika dilihat 

dari kaca mata siyasah syar’iyah, maka sejalan dengan “asas 

kekuasaan sebagai amanah”. Asas ini merupakan salah sat 

prinisip yang harus dijadikan dasar dalam bernegara dalam 

Islam, bahwa setiap jabatan kenegaraa harus diberikan 

kepada orang yang memiliki kompeten dan mampu 

bertanggung jawab dalam menjalanka tugas yang diberikan 
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kepadanya. Tidak lebih mementingkan kepentingan pribadi 

atau kelompknya dari pada kepentingan rakyat.  

 

B. Saran 

Pasal 182 huruf  (i) telah melahirkan beberapa tafsir yang 

berbeda-beda. Seperti mahkamha konstitusi memberikan 

tafsiran, bahwa untuk anggota partai politik tidak boleh 

merangkap menjadi anggota DPD. Namun putusan 

mahkamah agung dan PTUN Jakarta memberikan putusan 

yang sebaliknya dari mahakamah konstitusi, bahwa untuk 

anggota partai politik yang sudah terdaftar menjadi calon 

anggota tetap memiliki hak untuk mengikuti pemilihan DPD. 

Dari perbedaan putusan yang diberikan oleh mahkamah 

agung, PTUN dan mahkmah konstitusi ini, maka penyusn 

menyarankan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terkait 

penyebab-penyebab sehingga melahirkan beberap putusan 

yang berbeda dalam satu hal permasalahan yang sama. 
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